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BAB IV  

 PENUTUP 

 
 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan 

dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Serang terhadap 

pengadaan lahan Pasar Pada Rincang dan Tunjung Teja yang berada dalam 

zona pemukiman termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B), yaitu : a) Bidang Intelijen bertugas melakukan kegiatan preventif 

dan persuasif yang dilakukan oleh Jaksa pada Seksi Intelijen terhadap 

pengadaan lahan Pasar Pada Rincang yang berada dalam zona pemukiman 

termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Seksi 

Intelijen kemudian akan melakukan kegiatan persuasif berupa 

pengumpulan data informasi, menerima laporan terhadap suatu proyek 

tersebut. Seksi Intelijen dapat melakukan Kegiatan Intelijen berupa 

Penyelidikan (LID), Pengamanan (PAM) dan Penggalangan (GAL) untuk 

menemukan Informasi yang diperlukan Tim Pengawal dan Pengaman 

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri 

Serang. Terkait dengan pencabutan TP4 akhir tahun 2019, yang tertuang 

dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-345/A/JA/11/2019 dan 

Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan 

Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan TP4 tertanggal 22 
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Desember 2019. Selanjutnya dilakukan penguatan tugas dan fungsi 

kejaksaan di bidang pengamanan Pembangunan Strategis, b) Tim 

Pengawal, Pengaman, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) 

Kejaksaan Negeri Serang dapat memenuhi permintaan pemohon dari 

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang untuk 

diberikan saran dan solusi sekaligus “Legal Opinion” dari aspek hukum 

untuk pengadaan lahan Pasar Padarincang yang dituangkan dalam Berita 

Acara Pendampingan Hukum/Pendapat Hukum pada tahap perencanaan 

pembuatan studi kelayakan dengan mengacu pada Undang-Undang No 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

serta Peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih 

fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Bahwa Alih fungsi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah  

atau pemerintah daerah dalam rangka Pertama, Pengadaan tanag untuk 

kepentingan umum atau Kedua, terjadi bencana. Serta Hasil kerja dari 

Bidang Intelijen ini akan diserahkan dalam bentuk laporan hasil tindakan 

hukum baik preventif maupun persuasif yang laporannya dilakukan secara 

berkala dan periodik dalam rapat Tim Pengawal dan Pengaman 

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk ditindak lanjuti 

oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. 

2. Dalam menghadapai persoalan Tim Pengawal dan Pengaman 

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Serang 

terhadap pengadaan lahan Pasar Pada Rincang yang berada dalam zona 
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pemukiman termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B), yaitu a)Belum adanya SOP yang mengatur tentang mekanisme 

pelaksanaan kegiatan TP4P maupun TP4D maka perlu diatur sistem 

pengadministrasian dan pelaporan kegiatan TP4 secara efektif, efisien dan 

akuntabel serta berdaya guna. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

conflict of interest dengan tugas dan wewenang kejaksaan pada umumnya, 

b)Terkait tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan 

memiliki integritas kepribadian yang tinggi. Ketersediaan SDM yang 

beintegritas sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya titik rawan 

kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TP4D 

dengan anggaran proyek/kegiatan yang cukup besar. Begitu pula halnya 

dengan luasnya cakupan dan ruang lingkup TP4D, maka tersedianya SDM 

intelijen yang memiliki kemampuan teknis yang andal dan pemahaman 

hukum yang memadai merupakan modal utama dalam rangka penerangan 

hukum, penyuluhan hukum, monitoring, mengumpulkan data serta 

mengidentifikasi masalah terhadap pengadaan lahan Pasar Pada Rincang 

yang berada dalam zona pemukiman termasuk dalam Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga dapat memberikan solusi secara 

tepat dalam melakukan tugas-tugas pengawalan dan pengamanan, serta 

c)terkait hambatan dalam penelitian ini yaitu Pertama, dalam 

permasalahanya yakni belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat 

kecamatan maupun desa, dalam sosialisasi ke petani sosialisasinya bukan 

makna sosialisasi langsung, tetapi setiap orang ingin mengajukan ijin 
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kemudian ada tambahan kriteria harus lolos, dengan menanyakan dan 

dijelaskan oleh Dinas Pertanian, misalnya salah seorang masyarakat 

memiliki lahan sawah, kemudian lahan sawahnya masuk ke LP2B dan 

tidak bisa dialih fungsikan, bisa dialih fungsikan dan dijual belikan jika 

untuk lahan sawah bukan untuk peternakan, perumahan dan sebagainya. 

Jika lahan pertanian petani ditetapkan sebagai LP2B, maka keseluruhan 

kelompok masih ragu atas keputusan tersebut, karena mengingat 

konsekuensi logis yang harus diterima petani atas program LP2B dimana 

lahan tidak dapat dialih fungsikan dan alih komoditaskan. Apabila petani 

melakukan hal tersebut, maka harus mengganti atas alih fungsi dan 

komoditas tersebut ke pertanian awal. Kedua, masih banyak investor-

investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan 

ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan 

tertarik mengembangkan lahan sawah dibandingkan kehutanan atau 

lainnya. Ketiga, masih terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas 

Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang. Karena 

banyak kepentingan, banyak pihak yang berkepentingan, pihak 

pengembang atau pengusaha, pihak dari sisi kebijakan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas. Maka saran-saran yang dapat 

diberikan adalah : 

1. Bahwa mengingat keberadaan TP4D Kejaksaan Negeri Serang dianggap 

positif oleh Pemerintah Kabupaten Serang, maka perlu ditingkatkan 



 

v 
 

sosialisasi mengenai keberadaan, tugas dan fungsi Tim Pengawal dan 

Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Serang yang dilakukan oleh Tim I yang terdiri dari 

Bidang Intelijen, di lingkungan daerah hukum Kabupaten Serang. Bahwa 

terkait pengadaan Lahan Pasar Pada rincang dan Tunjung Teja di 

Kabupaten Serang terjadi pada Tahun 2016 yang dimana TP4 masih ada 

dan berperan dalam tugas dan fungsi pokoknya sebagai Tim Pengawalan 

yang diman sekarang berubah dan dicabut, dengan pencabutan TP4 akhir 

tahun 2019, yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-

345/A/JA/11/2019 dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan TP4 

tertanggal 22 Desember 2019. Selanjutnya dilakukan penguatan tugas dan 

fungsi kejaksaan di bidang Pengamanan Pembangunan Strategis. 

2. Bahwa apabila ternyata lokasi Pasar Padarincang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), 

maka untuk dapat dialihfungsikan menjadi Pasar Umum, disarankan agar 

Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 

(DISPERINDAG) merekomendasikan dan mencabut Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersubut serta berpedoman kepada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan pemerintah No. 1 

Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 



 

vi 
 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum serta 

peraturan Lainnya, serta proses pengadaan lahan dari perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil, tetap terus 

berjalan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat, jika 

kedepannya ditemukan permasalahan agar segera berkoordinasi dengan 

TP4D Kejaksaan Negeri Serang dan Instansi terkait lainnya, sehingga 

proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum tidak terhambat. 

 

 


